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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis
adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah
suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum,
serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.*

Penulis memilih penelitian yuridis normatif karena penulis
berusaha melakukan analisis yuridis kewenangan pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan terhadap kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga
keuangan. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta
kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian
memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian
ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang
terdapat pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji
ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang

berasal dari literatur.

! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2005, him. 35.



B. Metode Pendekatan
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan.
Penulis memfokuskan penelitian pada:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki
adalah?

“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang
bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang
ditangani.  Pendekatan = Perundang-undangan  adalah
pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan
pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah
berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral
suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang
digunakan penulis adalah UU OJK, UU Perbankan, UU BI, dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian

ini.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang

dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya

2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, him. 157.



digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-
kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian
normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh
suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu
aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil
analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.®
Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini
bertujuan untuk melihat kewenangan pengawasan OJK terhadap non
lembaga keuangan dalam suatu kasus, yaitu kasus investasi ilegal oleh
First Travel. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum,
namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena
tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus

merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

C. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-
undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan

hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.

% Ibid., him. 321.



Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

ini, adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4357.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh
dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus
hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.*
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan
hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa
menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:
a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan
artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau

kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.’
Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan
sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian
atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap

informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

* Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media
Publishing, Malang, 2012, him. 392.
> Ibid.



D.

22.

a. Kamus Hukum; dan

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan oleh penulis
untuk memperoleh data yang diperlukan adalah studi kepustakaan (library
research). Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan
menggunakan studi pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan content

analysis.’

Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini hasil penelitian yang didapatkan merupakan
bahan hukum yang perlu analisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan
penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.’
Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu
penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan

hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah

dalam membaca dan mempelajarinya.

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 2007, him.

" Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Mandar Maju,

Bandung, 2008, him. 93.



Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum
normatif terdiri dari dua metode, yaitu:

a) Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa dan kata-
kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk
menyatakan maksud dan kehendaknya.®

b) Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal
yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan
yang berkaitan atau pada perundang-undangan yang lainnya, atau
membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga dapat lebih
memahami.

Dengan  penggunaan kedua interpretasi tersebut kemudian
penyelesaian permasalahan ditarik kesimpulan guna menjawab
permasalahan penelitian secara deduktif. Cara pengolahan bahan hukum
dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada
hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus
mengenai kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap

kegiatan penghimpunan dana oleh non lembaga keuangan.

. Definisi Konseptual
Adalah suatu pembahasan mengenai pengertian atau istilah yang
dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk

pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan pendapat ahli.

® R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 100.



Adapun batasan-batasan pengertian atau istilah yang berkaitan dengan

tema penelitian penulis, sebagai berikut:

a)

b)

d)

Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan untuk seseorang atau suatu
lembaga melakukan wewenang yang diperintahkan sesuai undang-
undang atau peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang hal
tersebut.

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen
yang merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin
bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah
terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, intruksi, dan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bersifat
independen serta bebas dari campur tangan pihak-pihak lain. OJK
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penghimpunan Dana Masyarakat

Penghimpunan dana masyarakat merupakan kegiatan
penghimpunan dana oleh sebuah lembaga untuk diputarkan kembali,

dana tersebut dari masyarakat kepada masyarakat dengan pengawasan



ketat oleh lembaga pengawas jasa keuangan dalam hal ini adalah

Otoritas Jasa Keuangan.



